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RUU Penyadapa 1 bukan untuk Lemahkan KPK

RANCANGAN Undang-Undang
(RUU) tentang Penyadapan yang
tengah dibahas DPR dan pemerin-
tah tidak akan melemahkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi ITII DPR, Masinton
Pasaribu, mengakui RUU tersebut
Mmenuai pro dan kontra terkait
dengan penerapannya. Namun, ia
memastikan tidak akan melemah-
kan institusi penegak hukum mana
pun, termasuk KPK.

“Dalam konteks RUU Penyadap-
an jangan ada institusi lain yang
keberatan. Penyadapan hakikatnya
melanggar hak asasi, tapi diboleh-

kan dalam kongeks hukum maka
diatur dalam UU. RUU itu bukan un-
tuk melemahkan siapa-siapa,”kata

Masinton di kogpleks parlemen;.

Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, RUU tersebut nanti-
nya mengatur secara keseluruhan

‘mengenai kewenangan penyadap-

an yang dilakukan institusi, seperti
KPK dan BNN. Khusus kewenangan
penyadapan oleh KPK, kata dia,

akan diatur dalam konteks penga-' £

wasan saja.

“Itu (KPK) dalam konteks penga-

wasan aja. Selama ini kan masalah
penyadapan ini tersebar di berba-

-juga. Nah, sebaran peru

gal Uy, ada UU KPKyang mbngatur
kewenangan itu, BNN ]ug“fdan ITE

dangan yang-atur itu kemudian

diatur dalam satu UU, yaltu oo

Penyadapan,” jelasnya. |
Masinton mengatakan, nantinya
pada kejahatan khusus, seperti ko-
rupsi dan narkotika, perlu dibuat
sebuah aturan menyadap yang
tidak membatasi ruang gerak insti-

tusi hukum. Meski demikian, ia me-

ngatakan perlu dibahas lebih lanjut
perihal penerapan penyadapan
tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Ma-

ang-un- .

nusia (Komnas HAM) meminta DPR
memastikan seluruh materi dalam
RUU Penyadapan tidak menerobos
HAM dan sesuai dengan prinsip
HAM.

“Komnas HAM mengingatkan
bahwa secara prinsip, penyadapan
adalah pelanggaran HAM yang
berlaku universal. Maka dari itu,
sebagaimana yang ditetapkan da-
lam regulasi nasional dan interna-
sional, DPR harus memastikan se-
luruh materi RUU itu sesuai dengan
prinsip HAM,” ujar Komisioner
Komnas HAM, Mohammad Choirul-
Anam. (Faj/Ant/P-3)



